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BUPATI KAPUAS 
 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
 

NOMOR  43  TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR 
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DAN KETETAPAN MINIMAL 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAPUAS, 

 
 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase 

Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Ketetapan 

Minimal; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 
3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang   Nomor    23    Tahun   2014   tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang -
Undang  Nomor  2  Tahun 2022 tentang   Cipta   Kerja    
menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757);   

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 
tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 881); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 86); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :    PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PERSENTASE 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN DAN KETETAPAN MINIMAL. 

  
BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :   

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan.  

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 

yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. 

6. Nilai Jual Objek Pajak selanjutnya disingkat (NJOP) 

adalah Nilai untuk suatu objek pajak. 

7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak selanjutnya 

disingkat (NJOPTKP) adalah nilai suatu objek pajak yang 

diberikan pengurangan untuk setiap wajib pajak, satu 

kali dalam tahun berjalan. 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah kota.  

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut.  
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10. Wajib PBB - P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh 

manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.  
 

BAB II  

BESARAN PROSENTASE 

Pasal 2 

 

(1) Setiap NJOP PBB-P2 ditentukan Persentase Besaran 

NJOP, sesuai peruntukan objek. 

(2) Persentase Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dan ditentukan untuk objek PBB P2, 

sebagai bentuk pengurang otomatis terhadap NJOP yang 

terlebih dahulu dikurangi NJOPTKP dikalikan besaran 

persentase NJOP kemudian dikalikan Tarif PBB-P2 untuk 

ditetapkan dan dituangkan dalam SPPT masa Pajak. 
 

 

 Pasal 3  

 

Persentase Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ditetapkan sesuai peruntukan objek, ditentukan sebagai 

berikut :   

a. NJOP lahan produksi pangan dan ternak sebesar 40%  

(Empat Puluh Persen); dan 

b. NJOP masal sebesar 40 % (Empat Puluh Persen). 

 
BAB III 

KETETAPAN MINIMAL 

Pasal 4 

 

Nilai Ketetapan PBB-P2 tahun 2025 yang kurang dari 

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka nilai pajak 

terutang ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu 

rupiah) sebagai ketetapan minimal. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

 
Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 16 Juli 2025 
 

         BUPATI KAPUAS, 
 
ttd 

 
               M. WIYATNO 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal  16 Juli  2025 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 
 

ttd 
 

                USIS I. SANGKAI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 43 
 
 


